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Abstrak

Pemanfaatan media sosial dapat menjadi terobosan secara efektif oleh notaris
untuk memberikan edukasi keilmuan penyuluhan hukum, dikarenakan saat ini
banyaknya pengaruh oleh efek dari globalisasi dimana masyarakat lebih suka
mencari informasi di media sosial dan internet dibandingkan membaca buku atau
bertanya langsung pada orang yang ahli dalam bidangnya. Tentunya hal ini
disebabkan oleh beberapa faktor seperti akses yang mudah dengan melalui
smartphone yang hampir semua masyarakat memilikinya. Pemanfaatan media
sosial dapat menjadi salah satu langkah yang tepat, dengan alasan menjangkau
kalangan yang lebih luas dan mengikuti perkembangan zaman. Metode penelitian
ini bertujuan untuk menambah pemahaman hukum masyarakat dalam bidang
hukum Kenotariatan terhadap produk produk Notaris dengan cara yang tepat
dengan cara memanfaatkan media sosial sebagai tempat memberikan edukasi
keilmuan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan
menggunakan penelitian hukwm yuridis normative yang melakukan pengkajian
dan menekankan hukum tertulis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Notaris
berwenang untuk meraberikan penyuluhan hukum yang berhubungan dengan
proses pembuatan akta dari produk-produk Notaris yang diatur dalam
kewenangan notaris dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang jabatan Notaris menyebutkan kewenangan Notaris untuk memberikan
penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta yang dibuatnya, dan
dengan tetap memperhatikan batasan batasan yang sudah diatur dalam Pasal 4
ayat (3) menerangkan Notaris dilarang melakukan promosi diri dengan
menggunakan media elektronik. Kesimpulannya notdris dapat memberikan
penyuluhan hukum melalui media sosfal yang berhubungan dengan proses
pembuatan dengan memperhatikan batasan-batasan tidak mencantumkan nama
dan jabatan sebagai Notaris dan tidak memiliki tujuan untuk mempromosikan diri
sebagai Notaris.

Kata Kunci : Notaris, Media Sosial, Edukasi, Kepastian Hukum
Pembimbing I, Pembimbing II, -
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SCIENTIFIC EDUCATION ON SOCIAL MEDIA BY NOTARIES
IN SERVICE TO THE PUBLIC BASED ON THE CODE OF ETHICS OF
NOTARIES
AND THE NOTARIES LAW

ABSTRACT

The utilization of social media can be an effective breakthrough for notaries to provide legal
education and counseling, given the profound impact of globalization, which has led pcople
to prefer secking information on social media and the internet over reading books or
consulting experts directly. This phenomenon is attributed to several factors, including the
case of access via smartphones, which are widely owned by the public. Leveraging social
media can be a suitable approach, as it enables notaries to reach a broader audience and stay
abreast of the times. This study aims to enhance public understanding of notary law products
by utilizing social media as a platform for legal education. The research employs a normative
juridical approach, focusing on written laws. The findings indicate that notaries are
authorized to provide legal counseling related to the creation of notarial products, as
stipulated in Article 15 paragraph (2) of Law Number 2 of 2014 concemning the Notary
Position. However, notaries must observe the boundaries set forth in Article 4 paragraph (3),
which prohibits self-promotion using electronic media. In conclusion, notaries can provide
legal counseling through social media related to the creation process, while adhering to the
boundaries of not disclosing their name and title as a notary and avoiding self-promotional
purposes.

Keywords: Notary, Social Media, Education, Legal Certainty
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BAB1I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Edukasi keilmuan saat ini banyak dipengaruhi oleh efek dari
globalisasi dimana masyarakat lebih suka mencari informasi di
internet dibandingkan membaca buku atau bertanya langsung
pada orang yang ahli dibidangnya, tentunya hal ini disebabkan
oleh beberapa faktor mengapa masyarakat Indonesia lebih
memilih media sosial untuk digunakan mencari informasi
dibandingkan menemukannya di buku atau tempat lain,
dikarenakan beberapa faktor seperti akses yang mudah melalui
smartphone yang hampir semua masyarakat miliki, kapan dan
dimana seja selama ada akses internet, dan penyedia layanan,
seperti para konten yang memberikan edukasi, maka informasi
dapat ditemukan.!

Pemanfaatan media sosial dapat menjadi terobosan secara
efektif, untuk melakukan penyuluhan hukum oleh Notaris, dengan
alasan menjangkau kalangan yang lebih luas dan mengikuti

perkembangan zaman, serta mencegah adanya pihak ketiga selain

! Lingga Sekar Arum dan Amira Zahrani, Karakteristik Generasi Z Dan Kesiapannya
Dalam Menghadapi Bonus Demografi 2030, Accounting Student Research Journal, vol.2
No.l 2023 hlm 42.



Notaris yang mempromosikan pembuatan akta dari produk-produk
notaris, hal ini sesuai dengan kewenangan Notaris dalam Pasal 15
Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 menyebutkan tentang
kewenangan notoris untuk memberikan penyuluhan hukum
sehubungan dengan pembuatan akta yang dibuatnya.

Keweangan Notaris untuk berkembang mengikuti
perkembangan zaman menyesuaikan kebutuhan masyarakat juga
disebutkan dalam Kode Etik Notaris Pasal 3 ayat (5) yang berbunyi
“Kewajiban Notaris untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan
keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu
pengetahuan hukum dan kenotariatan”

Dengan berjalannya waktu Notaris juga terkena dampak
integrasi teknologi saat ini, yang juga harus memikirkan kebutuhan
dan situasi masyartakat sekarang, Peristiwa ini dapat dilihat dari
munculnya konten edukasi yang berkaitan tentang hukum dan
edukasi kehati-hatian saat bertindak, yang kontennya dibuat oleh
seorang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah kemudian
kontennya diupload di Media Sosial.

Adanya konten edukasi yang dibuat oleh Notaris melalui
media sosial menimbulkan pertanyaan bagaimana pembatasan
pemberian edukasi yang dilakukan, dengan berbagai macam isi

konten edukasi seperti edukasi jual beli terhadap pemilik sertifikat



hak atas tanah yang pemiliknya sudah meningggal, dan
pengetahuan penting serta demi meminimalisir kecurangan dan
penipuan yang masih banyak masyarakat belum mengetahuinya.?
Munculnya konten edukasi yang diberikan Notaris melalui
media sosial menimbulkan pertanyaan akan bentuk edukasi yang
dilakukan, mengingat pengertian Notaris dalam Pasal 1 Undang-
Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, merupakan
pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan
kewenangan lainnya, seperti yang dimuat dalam Larangan Kode
Etik Notaris Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi “Notaris dilarang
melakukan Promosi diri, baik sendiri ataupun Bersama-sama
dengan mencantumkan nama dan jabatan, menggunakan media
cetak, atau elektronik, dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan
belasungkawa, ucapan trimakasih, kegiatan pemasaran atau
sponsor dalam bidang sosial dana lain-lain”. Disisi lain kewajiban
Notaris harus, meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi
yang telah dimiliki dan tidak terbatas pada ilmu pengetahuan
hukum dan kenotariatan, selanjutnya mengutamakan pengabdian

kepada msyarakat dan negara.

2 Tiktok. @tinie (https://www.tiktok.com/@tinie76? t=8qlttov30y8& r=1,Diakses
pada 26 September 2024.


https://www.tiktok.com/@tinie76?_t=8q1ttov30y8&_r=1,Diakses

Berkembangnya dunia teknologi dengan meningkatnya
penggunaan media sosial yang sangat tinggi, dari berbagai macam
kalangan tanpa pandang usia dan latar belakang, membuat semua
masyarakat khususnya Indonesia dapat menggunakan dan
memanfaatkan media sosial sebagai tempat penawaran dari
berbagai macam jenis barang, dan bahkan jasa layanan juga sering
kali dipromosikan lewat media sosial.

Penawaran jasa yang dilakukan oleh pihak lain terhadap
produk-produk Notaris yang diiklankan di Media Sosial jelas sudah
melakukan pelanggran Kode Etik Notaris Pasal 4 ayat (4) yang
menerengkan Notaris dilarang bekerja sama dengan biro jasa,
orang, badan hukum yang pada dasarnya bertujuan mendapatkan
klien. Melakukan penawaran jasa di Media Sosial seringkali
disalahgunakan untuk membuka peluang usaha yang praktiknya
tidak etis, juga dalam melakukannya tanpa memerhatikan hukum
yang berlaku saat ini, mereka hanya melakukan persaingan dalam
bisnis penyedia jasa dengan melakukan penawaran jasa dengan
harga semurah mungkin dan menghalalkan segala cara untuk lebih
cepat selesai prosenya, tanpa memperhatiakn prosedur yang
berlaku.

Seperti media sosial digunakan sebagai sarana oleh pihak

ketiga sebagai tempat mempromosikan tentang pendirian



perusahaan beserta akta pembuatan di Notaris dengan harga yang
sudah ditentukan melalui akun media sosial miliknya, dan
memberikan penawaran tanpa harus datang ke kantor Notaris dan
tanpa berhadapan dengan Notaris lalu akta pendirian Perseroan
Terbatas dan mereka terima dalam kurung waktu yang sangat
cepat.

Pelaksanaan perbuatan hukum secara elektronik termasuk
menerima informasi elektronik sudah banyak dilakukan oleh parah
penegak hukum lainnya, hal tersebut merujuk kepada peraturan
yang terkait seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE.
UU ITE mengatur beberpa hal terkait informasi elektronik seperti® :

1. Informasi Elektronik atau dokumen elektronik dinyatakan sah
apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan
ketentuan yang diatur oleh UU ITE.

2. Informasi Elektronik atau dokumen elektronik, merupakan alat
bukti hukum yang sah

3. Informasi Elektronik atau dokumen elektronik, merupakan
perluasan dari alat bukti dari hukum yang berlaku di

Indonesia.

3 Radita Setiawan dan Muhammad Okky A, Efektivitas Undang-Undang Informasi
dan Transaksi Elektronik di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana, Jurnal UNS, Vol.2, No.2
Mei 2013 hlm 8.




Kurangnya edukasi terkait produk-produk Notaris yang
sudah dipromosikan oleh pihak lain yang seharusnya hal tersebut
sebaiknya disampaikan oleh pihak yang berwenang yaitu Notaris,
agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan tujuan untuk dijual
bebas oleh para penyedia jasa melalui media elektronik atau media
sosial, hal ini memberikan dampak negatif terhadap Marwah
Notaris dalam menjalankan profesinya, tidak sedikit masyarakat
yang belum memahami peran fungsi Notaris dan memanfaatkan
pelayanan yang diberikan Notaris, Notaris diangkat oleh
pemerintah bukan untuk kepentingan Notaris sendiri melainkan
juga untuk melayani kepentingan masyarakat umum, oleh sebab itu
Notaris diberikan kepercayaan yang begitu besar oleh Undang-
Undang®.

Fungsi Notaris sendiri tidak hanya sekedar membuat akta
autentik melainkan lebih dari pada itu, seperti memberikan
penyuluhan hukum terkait pembuatan akta dan akan melindungi
pihak-pihak yang pemahamannya lemah terutama dalam bidang
tindakan hukum. dengan memanfaatkan keberadaan Notaris

disekitarnya, Karena Notaris akan menjamin kecakapan dan

hlm.80.

* Farid Wajid, Suhrawardi. Etika Profesi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2019,



kewenangan terhadap pihak yang akan melakukan tindakan hukum
di dalam akta yang akan dibuatnya.

Sebagai seorang pejabat umum seorang Notaris pastinya
memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam halnya
melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan hukum dan
keperdataan serta dalam membuat akta autentik, seperti pada saat
proses pembuatan dokumen hukum, dan yang berkaitan tentang
keabsahan suatu dokumen, juga termasuk tentang perbuatan,
ketetapan-ketetapan, persetujuan untuk diperintahkan oleh suatu
undang-undang atau orang-orang yang berkepentingan
menghendakinya, sehingga akan berbentuk tulisan autentik.
Kemudian Notaris akan menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan
akta-akta dan mengeluarkan salinan-salinan yang ditugaskan atau
diserahkan kepada pejabat atau orang berwenang.®

Memberikan edukasi terkait hukum yang berlaku terutama
yang sangat erat keterkaitannya dalam kegiatan masyarakat di
Indonesia bukan hanya tugas individu melainkan tugas bersama,
yang mana bagi mereka yang lebih dahulu mengetahui khususnya
para sarjana hukum dan bertugas sebagai profesi dalam bidang

hukum, salah satunya Notaris. Peran seorang Notaris sendiri sangat

5 Kholidah dkk, Notaris dan PPAT di Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta:
Semesta Aksara, 2023, hlm.05.



dibutuhkan masyarakat, dengan ilmu dan pengetahuan yang
dimilikinya serta jabatannya sebagai Notaris telah memberikan
kepercayaan yang cukup bagi masyarakat sebagai sebagai
seorang ahli dalam bidangnya.®

Salah satu bentuk edukasi bisa dilakukan oleh Notaris.
Memberikan edukasi kepada masyrakat merupakan dasar untuk
meningkatkan pengetahuan akan kesadaran tentang hukum yang
relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka, dengan adanya
edukasi hukum yang diterima, secara tidak langsung setiap
individu dapat belajar cara meningkatkan kualitas hidup.’

Generasi yang paling banyak mengisi golongan kehidupan
adalah Generasi Z atau yang selanjutnya disebut Gen Z mereka
yang lahir pada tahun 1997-2012 dan Generasi Milenial mereka
yang lahir pada tahun 1981-1996.% Rata-rata Gen Z sedang
menghabiska kehidupan di perguruan tinggi, atau dunia kerja,
generasi ini hadir di masa teknologi yang sedang berkembang
dengan pesat, di Indonesia sendiri bahkan di dunia generasi ini

menempati posisi yang paling banyak menghabiskan waktu di

® Budi,Muhammad A. Peran Notaris Dalam Pendidikan Hukum Bagi Masyarakat,
Jurnal Advokasi,Vol.6, No.2, 2016, him.19.

T Paskalia Priti Tokan, Rita Ririn Duwijayanti, CapahVeronika Ester, dan
Muhammad
Ammar, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Hukum dan HAM dengan Sosialisasi Terkait Hak
Perempuan dan Anak jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5 No.1 Januari 2025, hlm 20.

8 Rahmad Basuki, Generasi Milenial dan Generasi Kolonial,
https://djkn.kemenkeu.go.id, Diakses pada 03 September 2024.



media internet dan media sosial, sering kali menjadikan media
internet dan media sosial sebagai acuan atau kiblat dalam segala
hal, menentukan cara berpakaian yang sedang viral dan banyak
digunakan dimedia sosial atau sekedar mencari dan menggalih
jawaban dari masalah atau problem dalam kehidupan.

Memberikan edukasi untuk masyarakat memiliki peran
penting dalam meningkatkan kualitas hidup mereka, membangun
masyarakat yang Lkuat akan pengetahuan hukum, dapat
mengembangkan sikap dalam bertindak menghadapi tantangan
kehidupan yang dilaluinya, dengan cara memahami isu-isu hukum
yang berkembang sehingga yang dapat memberikan pengaruh
positif dalam kehidupan.

Bentuk pengabdian Notaris kepada masyarakat adalah
memberikan bantuan hukum salah satunya dalam bentuk edukasi
yang dapat dilakukan di Media Sosial, pengertian mengabdi dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai kegiatan yang bertujuan
memberikan bantuan kepada masyarakat seperti dapat membantu
untuk tidak terjadinya rencana tidak baik dan hal yang tidak

diinginkan juga mendapatkan kepastian hukum.®

® Abdi. Kamus Besar Bahasa Indonesia Available from https://kbbi.web.id/abdi,
diakses padal 17 Oktober 2024
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Masyarakat memerlukan jasa layanan hukum sama seperti
halnya seseorang yang menghadap kepada Notaris, sebagai
pejabat umum yang sedang menjalankan tugasnya sebagai Notaris
berkewajiban membantu dan melayani masyarakat, sebagaimana
ditentukan Undang-Undang demi terwujudnya perlindungan-
perlindungan hukum represif dan kepastian hukum yang bertujuan
untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk
penanganannya di pengadilan.'°

Kepastian hukum yang artinya dapat memberikan rasa aman
dan keadilan bagi masyarakat, hal ini dapat dicapai melalui bentuk
penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris sebagai berikut'!:

1. Penyuluhan Hukum Langsung.

Penyuluhan hukum langsung yang diberikan oleh Notaris
berupa kegiatan penyuluhan yang dilakukan secara langsung
oleh Notaris kepada masyarakat baik secara individua tau
kelompok, juga pelayanan oleh Notaris pada saat datang ke
kantor Notaris, untuk melakukan tindakan hukum membuat suatu
akta. Dalam hal ini penyuluhan hukum diberikan sebelum

dibuatkannya akta dan terlebih dahulu Notaris wajib

10 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Surabaya: Bina
Ilmu, 1987, hlm 10

1 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum
Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
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memberikan penjelasan terkait tindakan hukum yang para
penghadap akan lakukan dalam posisi masing-masing para
pihak. Tujuan dari penyuluhan langsung seperti ini sebagai
perkenalan sebagai Notaris yang memang berwenang dibidang
nya, penjelasan yang diberikan tentang hukum dan peraturan
yang berlaku serta membantu masyarakat memahami hak dan
kewajiban mereka.
2. Penyuluhan Hukum Tidak Langsung

Penyuluhan hukum tidak langsung artinya penyuluhan
yang diberikan oleh Notaris dalam bentuk edukasi keilmuan
sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, dan yang
membedakannya adalah tempat penyaluran edukasi keilmuan
tersebut dilakukan oleh Notaris melalui media sosial dan dengan
mengisi seminar-seminar yang memerlukan Notaris sebagai
narasumbernya.

Media sosial menjadi salah satu tempat yang paling banyak
digunakan dalam setiap golongan siapapun dapat menikmatinya,
para generasi yang hadir ditengah berkembangnya teknologi saat
ini terus mengolah pola pikirnya untuk dapat memanfaatkan media
sosial dalam segala hal seperti sebagai tempat pembelajaran, hal

ini tentunya memberikan kemanfaatan dan mempermudah bagi
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para pihak yang memerlukan ilmu dan pemahaman yang diberikan
oleh Notaris.

Adanya kekaburan antara ketentuan terhadap kewenangan
Notaris untuk melakukan penyuluhan hukum dalam bentuk
pengabdian yang diberikan kepada masyarakat yang ada di dalam
UUJN dengan ketentuan mengenai larangan untuk melakukan
publikasi yang diatur dalam Kode Etik Notaris yang dibuat oleh
Ikatan Notaris Indoneisa yang mengatur adanya larangan untuk
melakukan publikasi atau promosi diri.

Dengan berkembangnya dunia digital saat ini telah
memasuki berbagai macam sisi bentuk kehidupan, yang tentunya
mempengaruhi cara berpikir dan bertindak generasi saat ini, salah
satunya guna untuk mendapatkan informasi yang lebih mudah dan
dijangkau dengan cepat tanpa harus melibatkan banyak pihak,
tentunya lebih memilih menemukannya melalui media sosial atau
internet yang sangat mudah di akses saat ini, dibandingkan pergi
keluar mencari informasi harus datang langsung dan bertanya
kepada ahlinya, hal tersebut tentunya memakan banyak waktu dan
tenaga. tujuan untuk mendapatkan pengetahuan dengan mudah
sebelum bertindak sebagai acuan dasar sebelum mengambil

langkah membuat keputusan hal ini membuat kreatifitas dan cara
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berpikir untuk mendapatkan suatu hal yang diinginkan menjadi
lebih mudah dan tentunya tidak melibatkan banyak pihak.

Dari latar belakang diatas, menarik untuk dikaji dalam
bentuk penelitian tesis yang berjudul “EDUKASI KEILMUAN DI
MEDIA SOSIAL OLEH NOTARIS DALAM RANGKA PELAYANAN
KEPADA PUBLIK BERDASARKAN KODE ETIK NOTARIS DAN

UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS”.

B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang dibahas sehubungan hal diatas
adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Undang-Undang Jabatan Notaris dan
Kode Etik Notaris mengenai pemanfaatan media sosial oleh
Notaris sebagai sarana bentuk edukasi keilmuan?

2. Bagaimana pengaturan mekanisme edukasi keilmuan oleh
Notaris di Media Sosial berdasarkan Kode Etik Notaris dan
Undang-Undang Jabatan Notaris?

3. Bagaimana pembatasan edukasi keilmuan bagi Notaris di
Media Sosial berdasarkan Koede Etik Notaris dan Undang-

Undang Jabatan Notaris
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C. Tujuan Penelitian

Penulis berpendapat, sebab kurangnya pemahaman
masyarkat terhadap produk-produk Notaris dan cara
memanfaatkan keberadaan Notaris, memberi kesempatan yang
salah kepada pihak lain untuk membuat penawaran jasa
pembuatan produk-produk dari notaris seperti membuat akta
pendirian Perseroan Terbatas, dan lain-lain. Dan pemahaman
dalam kode etik Notaris yang sangat ketat dalam dilarangnya
seorang notrais dalam mempromosikan diri membuat adanya
kekeliruan terhadap Notaris untuk memanfaatkan media sosial
sebagai tempat memberikan edukasi keilmuan dalam bentuk
pelayanan kepada publik. maka dari itu penulis bertujuan dari
penelitian ini diawali dari keinginan penulis untuk menjawab
permasalahan yang ada didalam rumusan masalah diatas :

1. Menganalisis Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik
Notaris tentang Kewenangan Notaris melakukan penyuluhan
hukum dalam bentuk pelayanan kepada publik di Media Sosial.

2. Mengetahui bagaimana pengaturan mekanisme edukasi
keilmuan oleh Notaris di Media Sosial berdasarkan Kode Etik

Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris.
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3. Mengetahui batasan-batasan pemberian edukasi oleh Notaris di
Media Sosial berdasarkan Kode Etik Notaris dan Undang-

Undang Jabatan Notaris.

D. Manfaat Penelitian
Besar harapan bagi penulis dari penelitian ini dapat
memiliki manfaat yang dapat menambah wawasan dan pandangan
berbeda, serta memberikan jawaban terhadap perbuatan hukum
yang terjadi terhadap kebijakan Notaris dalam menggunakan
Media Sosiak, dikarenkan Kode Etik Notaris Pasal 4 ayat (3) yang
berbunyi “Notaris dilarang melakukan Promosi diri, baik sendiri
ataupun Bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatan,
menggunakan media cetak, atau elektronik, dalam bentuk iklan,
ucapan selamat, ucapan belasungkawa, wucapan trimakasih,
kegiatan pemasaran atau sponsor dalam bidang sosial dana lain-

lain.

1. Manfaat teoritis
Mengambil dari hasil penelitian ini dapat menjadi
bahan dan sumber hukum bagi para calon Notaris dan Notaris
serta mungkin para akademisi Undang-Undang, Ketik Notaris
dalam memanfaatkan media sosial untuk memberikan

pelayanan kepada publik.
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2. Manfaat praktis
a. Bagi Notaris

Notaris dapat melakukan kegiatan di media sosial
secara profesional tanpa harus melanggar ketentuan kode
etik Notaris sebagai publikasi jabatan. Profesi Notaris
merupakan profesi yang kedudukannya sangatlah
penting untuk dapat memberikan pelayanan kepada
masyarakat, yang mana masyarakat juga membutuhkan
jasa Notaris salah satunya untuk menerbitkan akta
autentik, sebagai alat bukti tertulis yang memiliki sifat
autentik terhadap kondisi dan peristiwa tindakan hukum
yang dikehendaki para pihak.

Tidak ada lagi pihak-pihak yang mempromosikan
produk-produk dari noatris, Seperti yang kita ketahui
tidak sedikit msyarakat yang mengerti tindakan hukum
yang ingin dilakukan, dan kepada siapa untuk meminta
pertolongan hukum yang tepat, maka dari itu pentingnya
penyuluhan hukum dilakukan terhadap hal-hal yang harus
diketahui masyarakat sebelum melakukan perbuatan
hukum.

Jikalau msyarakat sudah memahami tindakan

hukum vyang akan dilakukannya, hal ini dapat
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mempermudah dalam proses pengurusan yang dilakukan
dihadapan Notaris, seperti pengurusan proses waris
sebelum pewaris melakukan jual beli.
b. Bagi Masyarakat

Dengan berkembangnya teknologi saat ini peran
Notaris sendiri, sebagai pejabat umum dan fungsinya
sangat penting dibutuhkan oleh masyarakat, dalam
halnya pemahaman dan perbuatan hukum, karena tidak
sedikit masyarkat yang mengetahui setiap perbuatan atau
tindakan mempunyai akibat hukum, seperti halnya sewa
menyewa dan jaul beli serta masih banyak lagi. Dalam hal
seperti ini masyarkat juga membutuhkan perlindungan
atas kepentingan-kepentingannya, untuk hal tersebut
msyarkat memerlukan jasa layanan hukum sama seperti
halnya seseorang yang menghadap kepada Notaris,
sebagai pejabat umum yang menjalankan tugasnya
sebagai Notaris vyaitu berkewajiban membantu dan
melayini msyarakat yang sebagaimana ditentukan
Undang-Undang demi terwujudnya perlindungan dan
kepastian hukum.

c. Bagi Penghadap
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Selain memberikan perlindungan dan
pemahaman hukum bagi penghadap terhadap perbuatan
hukum yang akan dilakukannya di hadapan Notaris, jadi
penghadap dapat mempersiapkan dan memiliki
kepercayaan diri yang tingggi saat akan melakukan
tindakan hukum, hal ini dapat meminimalisir terjadinya
penipuan jual beli, juga membantu penghadap atau para
pihak dalam menentukan tindakan hukum yang akan

digunakan.

E. Kerangka Teori

1. Grand Theory
Grand Theory yang dipakai dalam penulisan ini adalah
teori Kewenangan yang dikemukakan oleh Philipus M.
Hadjon, memberikan pernyataan bahwa kewenangan yang
dimaksud yaitu hak untuk bertindak atau langka mengambil
sebuah tindakan untuk melakukan suatu keputusan. Dengan
adanya Lketidak pastian antara ketentuan terhadap
kewenangan Notaris untuk melakukan penyuluhan hukum
dalam bentuk pengabdian vyang diberikan kepada
masyarakat yang ada di dalam UUJN. Disisi lain ketentuan

mengenai larangan untuk melakukan publikasi yang diatur
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dalam Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris
Indoneisa yang mengatur adanya larangan untuk melakukan
publikasi atau promosi diri dengan penelitian ini
menggunakan teori mengkaji hukum tertulis yang berlaku
sebagai bahan penelitian yang kemudian cara
pengkajiannya menggunakan aspek teori, aspek filosofi,
dan aspek-aspek lainnya:
a. Aspek Teori
Kewajiban pada jabatan Notaris yang harus
memiliki sifat-sifat yang bertujuan untuk menjaga harkat
dan martabat jabatannya mengakibatkan perlu adanya
pegangan yang pada dasarnya bersifat terpercaya
sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dari negara
untuk menjalankan sebagian dari beberapa urusan
negara seperti halnya adanya Kode Etik Notaris, yang
juga disampaikan oleh Sundary dalam karyanya “Urgensi
Pengawasan Terhadap Notaris oleh Majelis Pengawasan

Daerah dalam Menjaga Keluhuran Profesi Hukum
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Notaris”'?. Hal ini bertujuan untuk menjalankan
kewenangan, kewajiban dan larangan Notaris.

Pasal 3 Kode Etik Notaris mengatur secara umum
kewajiban Notaris pada jabatannya salah satunya
mengutamakan pengabdian kepada kepentingan
masyartakat dan negara, dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia mengartikan pengertian mengabdi sebagai
kegiatan yang bertujuan memberikan bantuan kepada
masyarakat dalam beberapa aktifitas tanpa
mengharapkan imbalan'?, hal ini selaras dengan Pasal 3
nomor 7 untuk tidak mengambil honorarium dari

masyarakat yang tidak mampu.

b. Aspek filosofi

Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi pejabat
umum yang profesional dituntut untuk selalu
meningkatkan kualitas, seperti kualitas ilmu, kualitas amal
dan moral, serta menjunjung tinggi keluhuran martabat
Notaris, sehingga dalam memberikan pelayanan

senantiasa berpedoman kepada kode etik profesi dan

2 Sundary, R. I. Urgensi Pengawasan Terhadap Notaris oleh Majelis Pengawasan
Daerah dalam Menjaga Keluhuran Profesi Hukum Notaris. Malang: Inteligensia Media.

2023. hlm 66.

13 Abdi. Kamus Besar Bahasa Indonesia Available from https://kbbi.web.id/abdi,
diakses pada 17 Oktober 2024.
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berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2004
tentang Jabatan Notaris'*.

Hubungan Notaris dengan pelayanan kepada
publik berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009
yang isinya berkaitan tentang pelayanan kepada publik
dan disebutkan dalam Pasal 1 yaitu pelayanan kepada
publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam hal
memenuhui kebutuhan yang sesuai dengan pelayanan
dalam undang-undang untuk setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi
yang disediakan dari penyelenggara dalam pelayanan
kepada publik dengan tujuan untuk memenuhui
kebutuhan warga negara yang menggunakannya. '

Pengertian pengguna yang dimaksud adalah
warga negara yang membutuhkan pelayanan seperti
pengetahuan sebelum melakukan tindakan hukum dalam
hal ini seperti pembuatan dokumen identitas dan

dokumen tanda bukti kepemilikan atas suatu benda.

14 Abdul Ghofur Anshori. Lembaga Kenotariatan Indonesia, Yogyakarta : Uii Press,

2009, hlm.114.

¥ Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Govenance Melalui Pelayanan Publik Gajah
Mada University: Yogyakarta, 2005 hlm 141.
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Pelayanan kepada publik juga dapat diartikan
sebagai pelayanan keperluan masyarakat yang
mempunyai kepentingan dan tujuan, mulai dari persiapan
proses, dan cara pelaksanaan serta akhir dan tujuannya

seperti apa'®.

2. Middle Range Theory

Middle Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Teori Hukum Progresif, yang artinya pemikiran yang
memandang hukum harus mengikuti perkembangan zaman
dan kebutuhan masyarakat, teori ini digagas oleh Prof.
Satjipto Rahardjo yang berpandangan bahwa hukum
dibentuk untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk
hukum. Dalam proses teori hukum progresif diterapkan
dengan tujuan untuk menjadikan hukum lebih responsif
terhadap keadaan sosial yang selalu berkambang dengan

hadirnya dunia digital untuk kebutuhan masyarakat.
Adanya teori ini sebagai penawaran pendekatan
yang lebih humanis diamana hukum akan berfungsi adil

dalam penerapan kemajuan zaman, namun harus tetap

16 Departeman Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa
Indonesia — Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta 2008 hlm 103.
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memiliki batasan dan ketegasan agar dapat terjaganya
kebebasan terhadap fleksibilitas dalam melakukan
perbuatan hukum, dalam proses penerapannya harus
disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

pendekatan yang digunakan dalam ilmu hukum,
sangat mendukung pentingnya perubahan  untuk
mendukung berkembangnya zaman yang semakin modern,
adapun kerakter dari teori hukum progresif adalah:

a. Hukum vyang ada harus Dinamis, untuk selalu
berkembang dan beradaptasi dengan adanya
perubahan kemajuan zaman.

b. Hukum harus Progresif, untuk bergerak maju kearah
yang lebih baik dan adil.

c. Hukum harus Kritis, untuk paham dengan kondisi hukum
yang berlaku dan memiliki tantangan untuk memiliki
perbandingan dengan hukum dari negara lain yang
jauh lebih baik.

d. Hukum harus memiliki Transparansi, untuk selalu
transparan dan akuntabel dalam proses pembuatan dan
pelaksanaan hukum, akan tetapi tetap memperhatian

kondisinya mana yang layak untuk terbuka dan tidak.
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Hukum harus memiliki Partisipasi, untuk melibatkan
partisipasi masyarakat atau mahasiswa dalam pembuatan

dan pelaksanaan hukum.

3. Applied Theory

Dalam Applied Theory yang diterapkan dipenulisan ini
menggunakan Teori Media Baru atau new media yang
dikembangkan oleh Pierre levy pada tahun 1990, teori ini
membahas perkembangan media konvensional kearah
digital seperti halnya teori ini memiliki fleksibilitas yang
dapat berfungsi secara provat atau publik, dimana hal ini
memiliki hubungan dengan Grand Theory yang akan lebih
spesifik lagi, adanya konten edukasi hukum yang dilakukan
disosial media salah satunya sosial media tiktok menimbulakn
permasalahan terkait dengan batasan diantara melaksanakan
kewajiban Notaris untuk mengabdi pada masyarakat, dengan
pemahaman yang berbeda menanggapi hal tersebuat
sebagai perbuatan melakukan promosi diri

Adanya peraturan yang mengatur dalam kode etik
Notaris Pasal 3 yang sebagian menyubutkan untuk
meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang

telah dimiliki dan tidak terbatas pada ilmu pengetahuan
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hukum dan kenotariatan, selanjutnya mengutamakan
pengabdian kepada msyarakat dan negara Di sisi lain kode
etik Notaris juga mengatur terkait larangan yang berdasarkan
dalam Pasal 4 termasuk salah satunya larangan bagi Notaris

melakukan promosi diri.

F. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini
akan merumuskan definisi-definisi yang berhubungan dengan
Notaris, kewenangan dan pemanfaatan media sosial oleh

Notaris.

1. Notaris
Notaris adalah seorang professional yang memiliki banyak

peran selain sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik,
yaitu sebagai penasehat dalam proses hukum dan pembuatan
akta, sebagai mediator dan penyelesaian sangketa dalam proses
pembuatan akta, sebagai pengawas dan pengesah dokumen-
dokumen yang diperlukan dalam proses pembuatan akta otentik,
dan sebagai pemberi informasi terhadap apa yang dibutuhkan
kliennya.

2. Wewenang Notaris

Dalam kapasitas Notaris sebagai pejabat umum tidak

memiliki hak selain dalam hak dalam kapasitas pribadinya,
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akan tetapi Notaris memiliki kewenangan yang diberikan
kepada jabatannya agar dapat melakukan tindakan tertentu
sesuai aturan hukum yang menjadi dasar kewenangannya,
sedangkan hak pribadinya adalah kebebasan sebagai warga
Indonesia. '’
3. Pemanfaatan Sosial Media oleh Notaris

Tingginya penggunaan media sosial di Indonesia
memberikan dampak positif sebagai sarana interaksi sosial
sehingga dapat memberikan banyak manfaat terutama bagi
seorang noataris untuk memberikan penyuluhan hukum
terhadap pihak-pihak yang membutuhkan jasa Notaris
dengan ketentuan yang sesuai Undang-Undang Jabatan

Notaris dan Kode Etik Notaris.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis
ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan
pengkajian dan menekankan hukum tertulis, merupakan

proses menempatkan hukum yang berlaku terhadap

7 Habib Adjie dan Rusdianto Sesung. Op.cit, hlm 209.
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persoalan yang dimunculkan oleh fakta-fakta kasus'®, yang
secara umum berlaku sebagai dasar penelitian dan
pengkajian yang dilakukan berdasarkan aspek teori seperti
adanya Notaris yang memberikan penyuluhan hukum melalui
media sosial tiktok, dan melihat Masyarakat sangat antusias
mempertanyakan masing-masing dari ketidak tahuan mereka
terhadap ilmu yang dimiliki seorang Notaris, terutama
terhadap masyarakat yang pernah menggunakan jasa Notaris

dalam membuat akta.

2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam peulisan
tesis ini adalah :

a. Pendekatan pertauran perundang-undangan dengan
pendekatan konseptual mengacu pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan
rumusan permasalahan yang sedang dihadapi dalam
penelitian ini,

b. Pendekatan berdasarkan Futuristic yang berhubungan

dengan pemikiran dan tindakan dari sumber jabatan dan

18 Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikal,
Yogyakarta : Mirra Buana Media, 2022 hlm 97.
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kode etik Notaris dalam mempersiapkan dunia digital di
masa depan yang mana untuk memberikan konten edukasi
hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan kewajiban
serta larangan yang melekat pada jabatan Notaris yang
berdasarkan kode etik Notaris hal tersebut dapat hanyalah
untuk memenuhi kewajiban dari jabatan nataris sebagai
bentuk pengabdian kepada kepentingan masyarakat, dan
pendekatan ini mengkaji apakah adanya unsur
pelanggaran jabatan Notaris, seperti melakukan promosi
diri.

c. Pendekatan kasus atau case approach yang mana diginakan
untuk mengkaji dan menganalisis kasus-kasus yang
berkaitan dengan pandangan atau pemikiran yang memiliki
kaitan terhadap permasalhan yang dihadapi. Sehingga
pendekatan kasus dalam penelitian hukum ini dapat
menelaah bagaimana hukum bekerja di lingkungan
masyarakat, dengan menggunakan kasus bagian dari

pedoman untuk menyelesaikan perkara hukum.

3. Jenis Sumber Bahan Hukum
Dalam penelitian yuridis normatif yang dilakukan

pengkajian dan penerapan hukum tertulis yang secara umum
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berlaku sebagai dasar penelitian dan pengkajian yang
dilakukan terutama terhadap masyarakat yang pernah
menggunakan jasa Notaris dalam membuat akta, yang mana
juga dibutuhkan sumber data dan bahan hukum penelitian
yang digunakan sebagai dasar penelitian dalam proses
pengkajiannya, Yang mana kode etik Notaris, sebagimana
telah diubah dalam Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris
Indonesia yang diadakan dibanten pada tanggal 29 sampai 30
Mei pada tahun 2015 dengan masih adanya kekaburan norma
dalam hal pengatruran terkait konten edukasi hukum yang

dilakukan di medis sosial.'®

a. Bahan Hukum Primer
Dalam proses perolehan data primer yang
didapatkan langsung dari subjek yang bersifat otoritatif
atau mengikat, dan terdiri dari bahan hukum yang
bersifat mengikat dan digunakan untuk menganalisis

masalah yang diteliti.Contoh bahan hukum primer

19 Matthew Edbert dan Yoan Nursari Simanjuntak, “Pembuatan Konten Edukasi
Notaris Menggunakan Media Sosial Berdasarkan Kode Etik Notaris Dan Teori Kepastian
Hukum?” Vol 09, Jurnal Hukum Kenotariatan, 2024, hlm 209.
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adalah: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, Pancasila, Yurisprudensi,
Peraturan perundang-undangan Dari bahan hukum yang
meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan pokok pembahasan dan peraturan kode etik yang
sangat melekat dalam hubungannya dengan seorang
Notaris, yang seperti halnya sebagai beriku :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa
Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang jabatan Notaris.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

4. Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa
Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29-
30 Mei Tahun 2015.

b. Bahan Hukum Sekunder
Data sekunder merupakan data yang bersumber
dari dokumen dan buku yang memiliki hubungan dengan

objek pembahsan yang berbentuk penulisan tesis dan
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peraturan perundang-undangan, Bahan Hukum Sekunder
terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh
ahli hukum yang  berpengaruh, jurnal-jurnal hukum,
pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum,
yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang
berkaitan dengan topik penelitian.
c. Bahan Hukum Tersier

Data tersier bersumber dari bahasan-bahan hukum yang
dapat memberikan penjelasan dari bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Dalam  proses pengumpulan bahan, penulis
memperoleh bahan-bahan penelitian dengan cara
memahami dan membandingkan sumber satu dan yang
lainnya, kemudian menganalis buku-buku dan peraturan-
peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan
dengan permasalahan dalam proses penulisan ini, yang
tujuan akhirnya untuk mendapatkan bahan-bahan yang
memiliki pandangan berbeda tanpa adanya pelanggaran
peraturan perundang-undangan dan peraturan jabatan serta

kode etik yang Dberlaku, sehingga adanya bahan
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perbandingan atau petunjuk dalam menguraikan terhadap

masalah yang terkait.

. Teknik Pengolahan Bahan

Bahan hukum yang telah didapatkan atau diperoleh
kemudian dianalis dengan menjabarkan apa adanya yang
berkaitan dengan posisi atau kondisi dari latar belakang
sumber hukum atau mnon-hukum. Dan terkahir akan
dipertimbangkan sesuai dan tidak sesuainya, benar atau

salah, dari pandangan propesi Notaris.

. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Dalam menganalisis bahan-bahan hukum dan
pendangan berkembangnya teknologi saat ini yang dapat
memberikan pandangan baru terhadap kemajuan dalam
perjalanan Notaris dengan cara melakukan pengkajian dan
penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan keseluruhan system hukum dan penekanan

hukum tertulis.
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1. Teknik Penarikan Kesimpulan
Dalam penarikan Kesimpulan dari proses penelitian ini
dilakukan dengan menerupakan penerapan pendekatan atau
penalaran pola berfikir dari hal-hal umum menjadi suatu
yang khusus, Setelah analisis bahan penelitian selesai
dilakukan maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif,
dengan menuturkan dan menggambarkan fakta hukum yang

ada sesuai dengan pokok permasalahan.
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